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LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kekuasan

Berbicara tentang kekuasaan, tidak bisa lepas dari memahami lebih
dahulu tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Terdapat berbagai pan-
dangan tentang kekuasaan dari berbagai ilmuwan. Secara umum ada banyak
pandangan mengenai kekuasaan. Strausz Hupe misalnya, merumuskan kekua-
saan sebagai "kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain".’
Wright Mill merumuskan kekuasaan adalah “dominasi" yang artinya kemam-
puan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentangnya'’.
Demikian pula Harold D. Lasawall menganggap bahwa kekuasaan itu tidak
lain adalah penggunaan paksan yang kuat."

Walaupun berbagai pandangan tersebut berbeda-beda ada satu inti
yang selalu dianggap ada, yaitu bahwa kekuasaan dianggap sebagai kemam-

puan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku oraﬁg lain tersebut yang

? Akhmad Setiawan, Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Paham Kekuasan Jawa, Pus-

taka Pelajar, Yogyakarta, 1998 h. 54.
10 Ibid . h. 54.

i Ibid., h. 54.
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akhirnya menjadi sesuai dengan keinginan dari orang yang mempunyai
kekuasaan,"”

Dengan menggunakan beberapa definisi di atas, kita dapat memvisu-

alisasikan kekuasaan sebagai berikut:
Pemimpin
! 1. Maksud/tujuan Pemimpin
! 2. Sikap pemimpimn terhadap pengikut
\ 4
Kekuasaan Relasi » Tujuan
t
{
i
Pengikut o )
i. Tingkat kematangan pengikut
2. Respon pengikut terhadap pemimpm
Keterangan:

Pemimpin : Orang yang mempunyai kuasa (power) tertentu, dengan cara-cara
(gaya) tertentu mempengaruhi orang lain (bawahan, pengikut)
agar orang lain itu berbuat (berperﬂaku, melakukan aktivitas ter-
tentu) dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.

Pengikut :Orang atau kelompok orang dengan tingkat kematangan (kemauan

dan kemampuan menerima tanggung jawab) tertentu.

B Tbhid . h. 55.
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Relasi : Hubungan "

Kekuasaan adalah kemampuan sesecorang atau sekelompok manusia
untuk mempengaruhi tingkah lakunya sesecorang atau kelompok lain
sedemikian rupa schingga tingkah laku iﬁx menjadi sesuai dengan keinginan
dan tujuan dari orang vang mempunyai kekuasaan itu'. Gejala kekuasaan ity
adalah gejala yang lumrah terdapat dalam setiap masyarakat, dalam semua
bentuk hidup bersama.

Manusia mempunyai bermacam-macam keinginan dan fujuan yang
ingin sekali dicapainya. Untuk itu dia sering merasa perlu untuk memaksakan
kemauannya atas orang lain atan kelompok lain. Hal ini menimbulkan
perasaan pada dirinya bahwa mengendalikan orang lain adalah syarat mutlak
untuk keselamatannya sendiri. Maka dari itu bagi orang banyak, kekuasaan itu
merupakan suatu nilai yang ingin dimilikinya. Kekuasaan sosial terdapat da-
lam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial.

Definisi yang diberikan oleh Robert M.Maclver tentang kekuasaan
sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik

secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak

B Johanes Mardimin, Jangan Tangisi Tradisi, Kanisisus, Yogyakarta, 1994, h. 79.

H Prof Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
1992, h. 35
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langsung dengan mempergumakan segala alat dan cara vang tersedia.” Kekua-
saan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi
sosial.

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (relationship) dalam arti
bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah (the
ruler and the ruled), satu pihak yang memberi perintah, satu pihak yang me-
matuhi perintah.'

Setiap manusia sekaligus merupakan subyek dari kekuasaan dan
obyek dari kekuasaan. Misalnya seorang presiden membuat undang-undang
(subyek dari kekuasaan), tetapi disamping itu dia juga harus tunduk kepada
undang-undang (obyek dari kekuasan). Karena itu jarang sekali ada orang
yang tidak pernah memberi perintah dan tidak pernah menerima perintah. Hal
ini terlihat jelas dalam organisasi militer vang bersifat hierarkis di mana
seorang prajurit diperintah oleh komandannya, sedangkan komandan ini diper-
mntah pula oleh atasannya.

Robert M.Maclver mengemukakan bahwa kekuasaan dalam suatn
masyarakat selalu berbentuk piramida." Ini terjadi karena kenyataan bahwa

kekuasaan yang satn membuktikan dirinya lebih wnggul daripada lainnya, hal

15 _Ib_id
e Ibid. h. 36
o Ibid., h. 36
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ini berarti bahwa yang satu ini lebih kuat dengan mensubordinasikan kekua-
saan lainnya itn. Dengan kata lain, struktur piramida kekuasaan itn terbentur
oleh kenyataan dalam sejarah masyarakat, bahwa golongan yang berkunasa
(dan yang memerintah) itu relatif selalu lebih kecil jumlahnya daripada golo-
ngan yang dikuasai (dan yang diperintah). Sehubungan dengan hal itu Gae-
tano Mosca mendalilkan bahwa kekuasaan tersebut berlaku baik dalam sistem
demokrasi ataupun diktatur.'®

Sumber kekuasaan terdapat dalam berbagai segi. Dia dapat bersum-
ber pada kekerasan fisik (misalnya, seorang polisi dapat memaksa penjahat
untuk mengakui kejahatannya karena dari segi persenjataan lebih kuat), dapat
juga bersumber pada kedudukan (misalnya, seorang komandan terhadap
bawahannya; seorang menteri dapat memecat pegawainya yang korupsi atau
memutasikannya ke tempat lain); pada kekayaan (misalnya, scorang pe-
ngusaha kaya dapat mempengaruhi seorang politikus melalui kekayaannya)
atau pada kepercayaan (misalnya, seorang pendeta terhadap umatnya) dan
lain-lain.

Sehubungan erat dengan masalah kekuasaan adalah pengaruh (influ-

ence), schingga sering dikatakan bahwa pengaruh adalah bentuk lunak dari

s Ibid , h. 36
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kekuasaan’. Dalam hal ini biasanya orang yang mempunyai kekuasaan juga
mempunyai pengaruh di dalam dan di luar bidang kekuasaannya. Tetapi tidak
semua orang yang mempunyai kekuasan yang sama, mempunyai pengaruh
yang sama besarnya karena masalah pengaruh berkaitan dengan pribadi se-
seorang yang memegang kekuasaan. Misalnya, kekuasaan lurah A belum tentu
sama besarnya dengan kekuasaan lurah B, tetapi pengaruh lurah A belum
tentu sama besar dengan pengaruh lurah B di lingkungan penduduknya
masing-masing. Selain itu pengaruh juga tidak selalu harus dikaitkan dengan
kekuasaan, sebab ada orang yang tidak mempunyai kedudukan (vang dengan
sendirinya tidak mempunyai kekuasaan) tetapi mempunyai pengaruh. Jadi, arti
pengaruh tidak sama dengan kekuasaan.

Di antara banyak bentuk kekuasaan ini ada suatu bentuk yang penting
yaitu kekuasaan politik. Dalam hal ini kekuasaan politik adalah "Kemampuan
untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya
maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tu]uan-mman pemegang kekuasaan
sendiri".® Kekuasaan politik merupakan sebagian saja dari kekuasaan sosial,
vakni kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-

satunya pihak berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah

v Ibid . h. 37

= Ibid.. h. 37
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laku sosial dengan paksaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekua-

saan untuk memperoleh kekuatan dari warga masyarakat, tetapi juga me-

nyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tinda-
kan dan akfivitas negara di bidang administratif, legislatif dan yudikatif.

Keterangan:

Administratif: Pemerintah daerah administratif dibentuk karena pemerintah
pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan urusan pemerin-
tahan negara selurubnya dari pusat sendiri. Pemerintah daerah
ini merupakan wakil dari pusat dan tugasnya menyelengga-
rakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau
petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Karena itu tugasnya
hanya sebagai penyelenggara administratif saja.”!

Legislatif  : Talah keknasaan untuk membuat undang-imdang.™

Yudikatif  : Ialah kekuasaan untuk mengadili.”

Namun demikian, suatu kekuasaan politk tidaklah mungkin tanpa
penggunaan keknmszm Kekuasaan itu harus digunakan dan harus dijalankan.

Apabila penggunaan kekuasaan itu berjalan dengan efektif, hal ini dapat

2' Widiada Gunakarya, S H., Surayin B.A., Penuntun Pelajaran Tata Negara, Ganeca
Exact Bandung, 1987, h. 228

Z Ibid., h. 46
& Ibid , h. 46
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disebut sebagai "kontrol” (penguasaan/pengendalian). Dengan sendirinya, un-

tuk menggunakan kekuasaan politik yang ada, harus ada penguasa yaitu

pelaku yang memegang kekuasaan dan harus ada alat atau sarana kekuasaan
(machtsmiddelen) agar penggunaan kekuasaan ifu dapat dilakukan dengan
baik

Casip K Flechtheim membedakan dua macam kekuasaan politik,
yakni:

a. bagian dari kekuasaan sosial yang (khususnya) terwujud dalam negara
(kekuasaan negara atau state power), seperti lembaga-lembaga pemerintahan
DPR, Presiden dan sebagainya.

b. bagian dari sosial yang ditujukan kepada negara. Yang dimaksud ialah
aliran-aliran dan asosiasi-asosiasi baik yang terang bersifat politik (seperti
misalnya partai politik), maunpun yang pada dasarnya, terutama tidak menye-
lenggarakan kegiatan politik, tetapi pada saaf-saat tertentu mempengaruhi
jalannya pemerintahan, yaitu organisasi ekonomi, organisasi mahasiswa, or-
ganisasi agama, organisasi minoritas dan sebagainya.”

Dalam setiap situasi, hubungan kekuasaan terdapat tiga unsur yang
selalu terdapat di dalamnya. Ketiga unsur itu meliputi tujuan, cara penggu-

naan sumber-sumber pengaruh dan hasil penggunaan sumber pengaruh.

# Prof. Miriam Budiardjo, op_cit., h. 38.
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Apabila dijabarkan lebih lanjut maka dapat disebutkan sejumlah ciri hubungan

kekuasaan seperti berikut:

1. Kekuasaan merupakan hubungan antar manusia.

2. Pemegang pengaruh pihak lain.

3. Pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, organisasi, ataupun
pemerintahan (negara dalam hubungan luar negri).

4. Sasaran kekuasaan (yang dipengaruhi) dapat berupa individu, kelompok, or-
ganisasi atau pemerintah (negara).

5. Satu pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekua-
saan karena bergantung pada kemampuannya menggunakan sumber kekua-
saan secara efektif.

6. Penggunaan sumber-sumber kekuasaan mungkin melibatkan paksaan, kon-
sensus atau kombinasi keduanya.

7. Hal ini bergantung pada perspektif moral yang digunakan yakni apakah tu-
juan yang hendak dicapai itu baik atau buruk. ‘

8. Hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh itu dapat menguntungkan selu-
ruh masvarakat atau dapat juga hanya menguntungkan kelompok kecil
masyarakat, Hal ini bergantung pada ada ataun tidaknya distribusi kekuasaan

yang relatif merata dalam masvarakat tersebut.
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9. Pada umumnya kekuasaan politik mempunyai makna bahwa sumber-sumber

| itu digumakan dan dilaksanakan untuk masyarakat umum, sedangkan kekua-
saan yang sangat pribadi cenderung digunakan untuk kepentingan sebagian
kecil masyarakat.

10. Kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber-sumber
pengaruh untuk mempengaruhi proses politik.”

Dengan konsep kekuasaan seperti itu dapat dihindari pendapat yang
mengatakan bahwa dalam penggunaan kekuasaan selalu terkait unsur ke-
kerasan dan paksaan. Juga dapat dihindari konsep kekuasaan yang terlalu luas.
Namun, konsep kekuasaan ini membuat kekeliruan dapat dihindarkan bahwa

memiliki sumber-sumber kekuasaan berarti mempunyai kekuasaan politik.

B. Dimensi-dimensi Kekuasaan.

Untuk memahami kekuasaan politik secara tuntas, maka kekuasaan
dapat ditinjau dari enam dimensi, yaitu potensial dan aktual, positif dan
negatif, konsensus dan paksaan, jabatan dan pribadi, implisit dan eksplisit,
langsung dan tidak langsung.

1. Potensial dan Aktual

= Ramlan Surbekti, Memahami Il Politik, PT. Gramedia Widia sarana Indonesia, Ja-
karta, 1992 h. 59.
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Seseorang dipandang mempunyai kekuasaan potensial apabila dia
memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti kekavaan, tanah, semjata, penge-
tahuan dan informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang teror-
ganisasi dan jabatan. Sebaliknya seseorang dipandang memiliki kekuasaan
aktual apabila dia telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke da-
lam kegiatan politik secara efektif (mencapai tujuannya). Misalnya seorang
jutawan mempunyai kekuasaan potensial, tetapi dia hanya dapat disebut
memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan kekayaannya untuk
mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik secara efektif. Misal-
nya lagi secara potensial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di-
pandang memiliki kekuasaan yang sangat besar, baik dari senjata yang mereka
miliki dan "jasa" mereka dalam membebaskan bangsa dari belenggu penjaja-
han dan menumpas komunis maupun dari jabatan yang mereka pegang dalam
pemerintahan. Namun vang digunakan secara aktual oleh ABRI mungkin se-
bagian saja karena berbagai faktor, seperti ideologi, hukum dan moral, se-

dangkan yang tidak digunakan tetap bersifat potensiasl.

2. Konsensus dan Paksaan
Penganalisis politik yang menekankan aspek paksaan dari keknasaan

akan cenderung memandang politik sebagai perjuangan, pertentangan,
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dominasi dan konflik. Mereka ingin melihat tujuan yang ingin dicapai oleh elit
politik tidak menyangkut masyarakat secara keseluruhan, melainkan sekelom-
pok kecil masyarakat. Sebaliknya, penganalisis yang menekankan aspek kon-
sensus dari kekuasaan akan cenderung melihat elit politik sebagai orang yang
tengah berusaha menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat
secara keseluruhan. Dalam kekuasaan konsensus menggumakan sarana-sarana
seperti nilai kebaikan bersama, moralitas dan ajaran agama, keahlian dan

popularitas pribadi terkenal untuk mendapatkan ketaatan.

3. Positif dan Negatif

Yang dimaksud dengan kekuasaan positif ialah penggunaan sumber-
sumber kekunasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan di-
haruskan, sedangkan kekuasan negatif ialah penggunaan sumber-sumber
kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya
dipandang tidak perlu, tetapi juga merugikan pihaknya. Misalnya, kemampuan
seorang presiden untuk mempengaruhi badan perwakilan rakyat agar mene-
rima dan menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan dapat dipan-
dang sebgai kekuasaan positif. Sedangkan kemampuan fraksi-fraksi di badan
perwakilan rakyat untuk menolak seluruh rancangan undang-undang boleh di-

pandang sebagai kekuasaan negatif (dari sudut pandang presiden itu).
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4. Jabatan dan Pribadi

Dalam masyarakat yang sudah mapan dan maju, kekuasaan terkan-
dung erat dalam jabatan-jabatan, seperti presiden, perdana menteri, menteri-
menteri dan senator. Contoh, tanpa memandang kualitas pribadinya, seorang
presiden di Amerika Serikat akan memiliki keknasaan formal yang besar. Na-
mun, penggunaan kekuasaan yang terkandung dalam jabatan itu secara efektif
bergantung sekali pada kualitas pribadi yang dimiliki dan ditampilkan oleh
setiap pribadi yang memegang jabatan.

Oleh karena itu, pada masyarakat maju dan mapan baik jabatan mau-
pun kualitas pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber kekuasaan.
Sebaliknya pada masyarakat yang sederhana, struktur masyarakat kekuasaan
yang didasarkan atas kualitas pribadi tampak lebih menonjol daripada kekua-
saan yang terkandung dalam jabatan. Dalam hal ini, pemimpin melaksanakan
kekuasaan khususnya terhadap orang daripada terhadap lembaga-lembaga.
Efektifitas kekuasaannya femutoa Derassl dad Yaifas pﬁﬁ;d; seperti
kharisma, penampilan diri, asal usul keluarga dan wahyu

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, kekuasaan presiden
Sockarno, khususnya tidak terletak pada jabatannya sebagai presiden tetapi
terletak pada kualitas pribadinya yang kharismatik yang mudah menimbulkan

kekaguman dan ketaatan bangsa Indonesia.
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5. Imphsit dan Eksplisit

Keknasaan implisit ialah pengaruh vang tidak dapat dilihat tetapi da-
pat dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit ialah pengaruh yang secara jelas
terlihat dan terasakan. Adanya kekuasaan implisit ini menimbulkan per-
hatian orang pada segi rumit hubungan kekuasaan yang disebut "asas mem-
perkirakan reaksi pihak lain". Kekuasaan senat Amerika Serikat misalnya,
biasanya bersifat implisit.

Oleh karepa itu, dalam mengajukan calon-calon hakim agung,
menteri dan duta besar, biasanya presiden mempertimbangkan pendapat dan
keinginan senat (khususnya mayoritas) sedemikian rupa schingga usul presi-
den dapat disetujui oleh senat. Nixon dan Reagan di Amerika Serikat pernah

engajukan calon hakim agung yang ditolak oleh senat ( demokrat) dan calon
menteri pertahanan (Jhon Tower) yang diajukan oleh presiden George Bush
lalu ditolak oleh senat (demokrat). Dalam mempertimbangkan sungguh-
sungguh kemungkinan reaksi atau kekuasaan eksplisit pihak-pihak lain sebe-

lum melakukan suatu tindakan politik.

6. Langsung dan Tidak Langsung

% Ramlan Surbakti, op.cit., h. 63.
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K ekuasaan langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk mempe-
ngaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubu-
ngan secara langsung, tanpa melalui perantara. Sedangkan kekuasaan tidak
langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan
pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain yang diperkirakan
mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembuat dan pelaksana kepu-
tusan politik.”

Dalam kenyataan, penggunaan kedua hal ini ditentukan dengan per-
timbangan dari segi efektifitas. Maksudnya, cara manakah yang lebih berhasil.
Tetapi sebagai pegangan dapat dikemukakan sebuah proposisi semakin besar
akibat atau dampak keputusan politik yang hendak dipengaruhi, semakin

diperlukan kekuasaan langsung dan tidak langsung sekaligus.

& Ramlan Surbakti, op.cit., h. 63.



